
Menimbang: a.

b.

Mengingat
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GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENUN.JUKAN PT. BANK PAPUA KANTOR CABANG NABIRE
SEBAGAI PEMEGANG REKENING KAS UMUM DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH

BUPATI NABIRE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menunjuk PT. Bank Papua Kantor
Cabang Nabire yang di nilai sehat dan mampu melaksanalan
fungsi sebagai Rekening Pemegang Kas Umum Daerah
Pemerintah Provinsi Papua Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penunjukan PT. Bank Papua Kantor Cabang Nabire
sebagai Rekening Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah
Provinsi Papua Tengah;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun L969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irial Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagairirana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2021 ten:tang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03
Nomor 47, ^farr.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42861, sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahttn 2O2l
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang....... / 2



o

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67361;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O7l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor a2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 teriang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tam.bahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67s7l.;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan
Provinsi Papua Tengah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6804);

9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2
Talrun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2O23
tentang Pengembangal dan Penguatan Sektor Keuangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
684s);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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I 1. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2 1 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (trmbaran Negara Republik
Indonesia Ta-hun 2O2 I Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7O7 Tafun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 202 1 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSI(AN:

Menunjuk PT. Bank Papua Kantor Cabang Nabire sebagai
Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi
Papua Tengah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, PI. Bank Papua
Cabang Nabire sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
bertanggungiawab kepada Gubernur Papua Tengah.

Sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah
Provinsi Papua Tengah, PT. Bank Papua berkewajiban
melaporkan posisi kas setiap hari kepada Gubernur Papua
Tengah cq. Kepala Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah selaku Bendahara
Umum Daerah.

KEEMPAT......./4



-4-

KEEMPAT : Kepufusan ini mu-tai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2023

S. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

lin
U

NI, SH, M.Si
NIP 199610 I 001

Y

enteri Dalam di Jakarta;
Kepala Biro Hu Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provin Papua Tengah di Nabire;
Kepala BAPPERIDA i Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Pimpinan PT. Bank Papua Kantor Cabang Nabire.
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